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ABSTRAK
Pemilihan Umum merupakan salah satu asas penyelenggara pemerintahan di
Indonesia. Namun, secara implementasi demokrasi masih banyak kekurangan-
kekurangan dalam setiap Pemilihan kepemimpinan, baik pemilihan tingkat kepala
desa hingga pemilihan tingkat presiden. Dengan demkian terbitlah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam
memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan GAKKUMDU (penegakan
hukum terpadu). Gakkumdu sebagai penegak hukum terpadu mempunyai peran yang
sangat penting untuk memberantas tindak pidana pemilu, dalam Pasal ayat (11) UU
No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan bahwa pembentukan Gakkumdu untuk
menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu di
Bawaslu, Kepolisisan Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian
lapangan (field research) artinya penelitian ini dilakukan secara  sistematis, teratur
dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan.
Metode pengumpulan data menggunakan metode wawacara, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Sentra Penegakan
Hukum Terpadu sebagai badan tindak pidana Pemilu belum sesuai sebagaimana
mestinya karena banyak hambatan-hambatan yang terjadii baik dari faktor internal
maupun eksternal. Pandangan fiqh siyasah bahwa Sentra Penegakan hukum terpadu
sebagai wilayah al-hisbah berwenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang
yang  terbukti melanggar syai’at. Hukuman itu dalam bentuk ta’zir, yaitu hukuman
yang sepenuhnya kepada penegak hukum (al-muhtasib) untuk memilih hukuman
yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.
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Judul skripsi ini adalah “Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran
Sentra Penegakan Hukum (GAKKUMDU) dalam Penanganan
Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di luar Tahapan (Studi di
Bawaslu Kota Bandar Lampung).”
Adapun istilah-istilah yang perlu dikaji penjelasannya sebagai berikut:
1. Fiqh siyasah adalah aspek hukum yang mengatur tatanan kehidupan
manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.1
2. Peran ialah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang
atau sekelompok orang terhadap  individu yang memiliki status atau
kedudukan tertentu dalam suatu sistem. Bisa dipengaruhi dalam kondisi
sosial baik dari dalam maupun dari luar.2
3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah badan tindak pidana Pemilu
yang memiliki peran penting dalam memberantas pelanggaran tindak
pidana Pemilu, yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
1 Muhammad Iqbal,Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenamadia Group, 2014) h. 2.
2 Pengertian  (On-line) tersedia di : , (Def. 2). Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI)
Online. Diakses melalui http://www.kamusbesar.com/ (diakses tanggal 4 januari 2020, pukul 20:00
WIB).
2
Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung
Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.3
4. Tindak Pidana Pemilu adalah setiap orang ataupun organisasi yang
dengan sengaja menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan
umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.4
5. Kampanye di Luar Tahapan ialah pelanggaran kampanye berupa
kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) ditegaskan dalam Pasal 492 Undang-Undang No 7 tahun
2017.5
B. Alasan Memilih Judul
Ada beberapa alasan yang menarik sehingga penulis terdorong untuk
membahas  masalah ini dalam bentuk karya ilmiah antara lain:
1. Alasan Obyektif
a. Minimnya waktu penyelesaian penanganan tindak pidana Pemilu yang
hanya memiliki waktu 14 hari sejak laporan diterima.
b. Penanganan memiliki hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian,
baik dari hambatan dari segi internal dan eksternal. Peneliti mencoba
3Pengertian Sentra GAKKUMDU (Online) tersedia di
:http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh (diakses tanggal 4 januari 2020). h. 23.
4Pengertian Pemilihan Umum (On-line) tersedia di:
dhttps://id.mwikipedia.org/wiki/pemilihan-umum (diakses tanggal 4 Januari 2020, pukul 20:00
wib). h. 17.
5 Ibid, h. 16.
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menggali peran sentra penegakan hukum terpadu dari sisi pendekatan
Fiqh Siyasah.
2. Alasan memilih judul secara subyektif
a. Dari aspek yang diteliti serta tersedianya literatur yang menunjang,
maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
b. Judul ini dipilih oleh peneliti karena masih relevan dengan disiplin
ilmu yang ditekuni penulis di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah
Syar’iyyah.
C. Latar Belakang Masalah
Pemilu pada tahun 2019 yang lalu terdapat laporan-laporan dugaan
tindak pidana, salah satunya adalah laporan dugaan kampanye di luar tahapan
yang dilakukan oleh salah satu anggota paslon DPR-RI di media masa.
Namun pada proses penyelesaiannya sentra penegakan hukum terpadu
menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak
pidana pemilihan umum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila ada dugaan
kampanye di luar tahapan adalah adanya nomor urut, nama, slogan, logo
partai, citra diri. Tetapi, sentra penegakan hukum terpadu penyelesaiannya
dibatasi oleh waktu yang sudah mencapai 14 hari, jadi tidak bisa melakukan
penyidikan lebih lanjut. Maka hasilnya adalah tindak pidana tersebut tidak
memenuhi unsur pelanggaran.
Kampanye merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu,
pada proses ini peserta berupaya untuk mempromosikan dengan berbagai
4
macam cara seperti program kerja, dan memberikan solusi permasalahan yang
pada pada masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu, memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas
tindak pidana Pemilu melalui pembentukan Sentra GAKKUMDU (penegakan
hukum terpadu). Sentra GAKKUMDU sebagai penegak hukum terpadu
mempunyai  yang sangat penting untuk memberantas tindak pidana Pemilu,
dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit
dijelaskan bahwa pembentukan Sentra penegakan hukum terpadu untuk
menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu di
Bawaslu, Kepolisisan Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung
Republik Indonesia. Sentra penegakan hukum terpadu terdiri dari unsur Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor,
dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau
Kejaksaan Negeri.6 SENTRA GAKKUMDU dalam kewenangannya memiliki
waktu 14 (hari) penyelesaian dugaan adanya pelanggaran pidana Pemilu.
Sentra penegakan hukum terpadu merupakan badan yang lebih mengutamakan
pencegahan, untuk itu perlu adanya sinergi yang kuat antara bawaslu dan
pihak penyidik agar dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu.
6 Prihatmoko,Demokratiskan Pemilu: Dari sistem sampai teknis, (Semarang: LP3M UMWAS
dan Pusitaka Pelajar, 2007), h. 24.
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Bawaslu dalam menerima laporan atau temuan adanya dugaan
pelanggaran tindak pidana Pemilu, segera bertindak untuk mengumpulkan
bukti-bukti yang kemudian pihak yang bersangkutan atau yang diduga
melakukan pidana Pemilu untuk dimintai klarifikasi. Akan tetapi Sentra
penegakan hukum terpadu dalam nya untuk memanggil pihak yang diduga
melanggar tindak pidana Pemilu, status panggilan bawaslu hanya dalam
bentuk undangan dan batas undangan klarifikasi maksimal dua kali dan
pemanggilan untuk dimintai klarifikasi tidak bersifat memaksa.
Dalam pandangan fiqh siyasah manusia memiliki hak-hak kemanusiaan
yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan
manusia dihadapan hukum.7 Kerjasama dalam realisasi disetiap lingkungan
kemanusiaan diperlukan karena ada saling ketergantungan. Kerjasama ini
dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk
kebaikan bersama, bukan kerjasama untuk saling bermusuhan dan berbuat
kejahatan.8
Dalam kajian fiqh siyasah yang menjadi objek dalam mengatur tatanan
masyarakat dengan negara dan mengatur tatanan masyarakat dengan badan
negara yang menuntun masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan
menjauhkan kemudharatan. Sentra GAKKUMDU bisa dikatakan sebagai
7 Dzajuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2009), h. 124
8 Ibid, h. 12
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badan penegakan keadilan dalam Pemilu yang masuk dalam prinsip fiqih
siyasah yang menegaskan pentingnya menegakan keadilan dalam masyarakat.
Sudah kewajiban manusia untuk menegakkan keadilan bagi setiap
manusia di bumi terutama bagi orang-orang yang beriman dan setiap mukmin
menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dan sejujur-jujurnya
dan seadil-adilnya. Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini bahwa setiap
orang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu prasangka apapun dalam
arti bahwa dilarang untuk belas kasih terhadap suatu kelompok atau orang
tertentu kecuali dalam hal kebenaran.
Selama keadilan dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan
tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila
keadilan sudah tidak dapat ditegakan, maka keseimbangan tidak akan tercapai
dan tatanan kehidupan duniapun mengalami goncangan.9 Dibentuknya Sentra
penegakan hukum terpadu adalah amanah kekuasaan, Allah memerintahkan
agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya. Amanah
merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung
jawabkan kepada Allah, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang
harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan
penyalahgunaan kekuasaan.
9 Ibid, h. 238.
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D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada:
1. Implementasi peran sentra penegakan hukum terpadu dalam
penanganan pelanggaran tindak pidana kampanye di luar tahapan
2. Bawaslu Kota Banda Lampung
3. Pemilu tahun 2019
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peran Sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan
pelanggaran kampanye di luar tahapan?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Sentra penegakan
hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran kampanye di luar tahapan?
F. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peran sentra penegakan hukum terpadu dalam
penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kampanye di luar tahpan.
2. Untuk mengetahui Pandangan fiqh siyasah terahadap sentra penegakan
hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu
kampanye di luar tahapan.
G. Signifikasi Penelitian
Adapun manfaat dari peneletian ini adalah:
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1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman
bagaimana penanganan sentra penegakan hukum terpadu dalam
penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kampanye di luar tahapan.
2. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya dan
memperluas keilmuan dalam bidang hukum. Dan syarat untuk
menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah.
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara bagaimana suatu penelitian itu
dilaksanakan, metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimna cara
melaksanakan penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu penelitian.10
Metode penelitian terdiri dari:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah
jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang
langsung dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan
mengangkat data atau fakta-fakta yang ada dilapangan.11
2. Sifat penelitian
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang dimaksudkan
untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada,
10 Susiadi, Metode penelitian, h. 26.
11 Ibid, h. 12.
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yaitu keadaanpada saat penelitian dilakukan. Sifat penelitian yang
digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan
mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan
kemudian disimpulkan.12
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang
sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak
pidana Pemilu kampanye di luar tahapan.
3. Sumber data
Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua
sumber data yaitu sumber data primer dan data skunder.
a. Data primer
Data Primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk
memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang di kaji
sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian digunakan
sebagai pokok yang di peroleh melalui responden atau imforman.13
Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah Bawaslu
Kota Bandar Lampung.
Data primer dalam studi lapangan pada penelitian ini didapatkan
dari responden langsung dari hasil wawancara (interview) berupa
pertanyaan yang di ajukan penulis pada responden serta penyelidikan
12 Ibid, h. 196.
13 Nanang Martono,metode penelitian sosial konsep-konsep Kunci,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada,2015 ) cet.ke 1 h. 250
10
terhadap permasalahan penelitian, dan partisipasi artinya peneliti ikut
serta dalam kegiatan masyarakat tersebut supaya lebih mendapatkan
data penelitian yang lebih akurat.
Jadi data primer berupa hasil hasil wawancara dan juga dokumen-
dokumen asli yang berkaitan dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung.
b. Data sekunder
Sedangkan data sekunder menurut Abdurahmat Fhatony adalah
data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen,
misalnya mengenai data geografis suatu daerah dan sebagainya.14
Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk medukung data
hasil dari wawancara yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal
dari buku-buku, penelitian lapangan mapun dokumen-dokumen atau arsip
yang berkaitan dengan pokok dan fungsi Bawaslu Kota Bandar Lampung.
Sentra GAKKUMDU sebagai badan tindak pidana Pemilu.
4. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang.
14 Syarifudin Hidayat, metodologi penelitian,(Bandung: Mandar maju,2002), h.21
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5. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara
tertentu yang juga memiliki karakteristtik tertentu, jelas dan lengkap dan
dapat mewakili populasi.15 Tujuan peneliti mengambil sampel ialah untuk
memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya
mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.
Purposive Sampling Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu
yang diperkirakan mempunyai sangkut paut serta dengan ciri-ciri atau
sofat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dari
data populasi yang ada di Bawaslu Kota Bandar Lampung kemudian
diambil menjadi 3 sampel adapun yang menjadi sample adalah:
a. Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Pelanggaran 1 orang
b. Kepolisian 1 orang
6. Teknik pengumpulan data
a. Interview/wawancara
Interview adalah teknik pengumpulan data dengan megajukan
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-
jawaban responden di catat dan di rekam.16
Penulis mewawancarai responden yang bersedia untuk dijadikan
responden  sebagai berikut:
15 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan R &
r, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 117
16 Ibid, h.158.
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1) Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung
Koordinator Utama yang  menerima dan menindaklanjuti
laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu..
2) Kepolisian Kota Bandar Lampung
Penyidik dari pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak
pidana Pemilu.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang tidak langsung
ditunjukan pada subyek peneliti,namun melalui dokumen dokumen yang
digunakan dapat berupa buku harian surat pribadi laporan notulen rapat,
catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainya.17
Dokumentasi sangat besar manfaatnya karena dapat
mengambarkan latar belakang masalah penelitian juga dapat di jadikan
bahan pengecekan terhadap kesesuain data dan teknik ini di gunakan
untuk mengumpulkan data-data tertulis.18
7. Metode pengolahan data
Setelah penelitian memperoleh data yang cukup untuk penulisan
skripsi maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan dengan
melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
17 Ibid, metode penelitian, h. 170
18 Ibid, h. 22
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a. Editing
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah
karena kemungkinan data yang masuk (Raw data) atau terkumpul
meragukan. Tujuan Editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-
kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat
koreksi, sehingga kekurangannya dapat diperbaiki dan dilengkapi.19
b. Sistematisasi
Sistematisasi yaitu menempatkan data pada kerangka sistematika
berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yang dimaksud ialah
pengelompokan data secara sistematis yang sudah diedit menurut
klasifikasi dan urutan pada masalah.
8. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
menyesesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Sentra penegakan huku
terpadu, dikaji dengan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa data
tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sentra penegakan hukum
terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kampanye di
luar tahapan, tujuannya menurut pandangan fiqh siyasah dalam hal ini
untuk menegakan keadalian.
19 Ibid, h. 23
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Selain itu penulis mengunakan metode deduktif yaitu berangkat dari
fakta-fakta yang umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus,
pendekatan deduktif ini juga dapat di gunakan dalam mengolah hasil
penelitian lapangan, Penulis juga mengunakan metode induktif yaitu
menarik kesimpulan bertawal dari yang khusus, lalu pada umum lalu
penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang
terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.
Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini untuk memudahkan
penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan sehingga tujuan
penelitian ini dapat tercapai. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti





1. Pendataan terhadap pelapor dan saksi-saksi, pengumpulan alat bukti dan
memanggil pihak terkait dugaaan pelanggaran kampanye di luar tahapan,
melakukan rapat koordinasi pembahasan, dan menentukan pelanggaran
tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran atau sebaliknnya.
2. Pandangan fiqh siyasah dengan teori lembaga wilayah al-hisbah dimana
setiap pelanggaran kasus al-hisbah dikenai hukuman ta’zir, yaitu hukuman
yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara’, tetapi akan
diserahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum (al-muhtasib) untuk
menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku yang telah melanggar.
B. Rekomendasi
1. Upaya dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) harus
memiliki sinergi yang sama untuk menyamakan persepsi antar lembaga,
dengan begitu dalam proses penyelesaian dapat secara efektif dilaksanakan.
2. Dapat memaksimalkan waktu dalam penanganan dugaan tindak pidana
Pemilu, dengan laporan yang begitu banyak harus segera ditangani dengan
sigap dan cepat.
3. Upaya meminta klarifikasi dari segi peraturan seharusnya dapat menjemput
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